
BERITA DAERAH 

KABUPATEN SIMA LUNGUN 

NOMOR 134 TAUN 2012 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

NOMOR 23 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

JENIS RETRIBUS! PELA YANAN KEPELABUHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha, maka untuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dalam Pasal 
63 perlu diatur Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", dipandang perlu 
membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi 
Pelayanan Kepelabuhan; 

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Roublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 

3. Undang-Undzng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (:embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undzng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Naror 4 1 3 9 ) ;  



Menetapkan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Momor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentit Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D 
Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2008 Nomnor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2 ); 

11. Peraturan Daerah l<abupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 9); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja 
pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 107); 

14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian 
kewenangan Pemerintahan Kabupaten dari Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 113); 

M E M U T U S K A N  :  

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

JASA USAHA JENIS RETRIBUSI PELYANAN KEPELABUHAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Simatungun. 
;  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain 

sebagai unsur Perangkat Daerah Otonorn yang lain sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Simalungun. 
4, Perangket Daerah adalah organisasi/lembaga pada. pemerintah daerah Kebupaten 

Simalungun yangbertanggungjawab kepada Bupati Simalungun dan membantu Bupati 

l 

_ I 



s 

dalam penyelenggaran pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan 

kebutuhan daerah; 

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan Tugas 

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Reoublik Indonesia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun. 

8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten S ima lungun. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang seianjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah; 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainriya, badan usaha milik negara (8UMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap; 

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pembe r i a n  izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh pemerintah daerah u n t u k  kepentingan orang pribadi atau badan; 

12. Retribusi P e l a y a n a n  K e pel a b u h a n  a d a l ah  p u n g u ta n  sebagai pembayaran atas jasa 
pelayanan kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di l i n g k u n g a n  pelabuhan yang dikelola 
Pemerintah Daerah; 

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan; 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang 
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi tertentu. 

BAB II 

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan 
kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainny~ di 

lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; " :  
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan 

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. · 

Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan 
kepelabuhan; ?? 

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Kepelabuhan,: 
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BAB III 

Cara Mengukur Tingkat Peng 

• 
I 

I Pasal 5 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu p 

I BAB I 

Prinsip dan Sasaran dalam 
dan Besarnya Tar 

Pasal 6 
() Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi P 

memperoleh keuntungen yang iavak. 
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana imaksud pads 

pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien 

BAB V 

Struktur dan Besarny 

Pasal 7 

(1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Pelay 
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelab 

Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan : 

No Biaya Sandr Tari (Rp. 

.. 1 Kapa! Motor Penumpang (Ferry) 7.00 

2 Kapal Motor Penumpang 4.00 

3 Perahu Bermotor 1.00 
& 

4 Speed Boat 2.00 

5 Scooter Air 2.00 

6 Sepeda Air 1 .00 

Masu pelabuhan : 

1 Kenderaan Roda 6 (enam) 3.00 

2 Kenderaan Roda 4 (empat) 2.00 

3 Kenderaan Roda 3 (tiga) 2.00 

4 Kenderaan Roda 2 (dua) 1.00 

BAB V 

Wilayah Pemungu 

Pasal 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungu 

BAB VI 

Saat Retribusi 

Pasal 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKR 

BAB VI 

Tata Cara Pemung 

Pasal 1 

( Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Kele 

dipersamakan; 

.. 

-- 



(3) 

(4) 

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, upon, dan 
kartu langganan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Simalungun; 
Pencetakan blanko SKRD atau dokumen lainnya dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun; 
Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi di Kecamatan dan berkoordinasi dengan 
pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun; 

BA IX 

Tata Cara Pembayaran Retribusi 

Pasal 11 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus; 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan; 
(3) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STDR, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 

Banding yang menyebutkan jumlah retribusi yang harus bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan tersebut; 

(4) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 
bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi; 

(5) Petugas pemungut retribusi selanjutnya melakukan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, kemudjan 
menyetorkan kepada Bendahara Penerima kecamatan; 

(6) Bendahara Penerima Kecamatan selanjutnya menyetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun; 

BAB X 

Sanksi Administrasi 

Pasal 12 

Dalam hat Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 
dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 

Pasal 13 

(D 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Tata Cara Penagihan 

Penagihan Retribusi terutang didahulu i dengan surat teguran; 
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari seteiah tanggal surat teguran, wajjb retribusi harus melunasi retribusi 
yang terutang; 
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya 
dapat ditagih; 
Penagihan retribusi dengan surat paksa dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XI 
PEMANFAATAN 

• Pasal 14 

Pemanfaatan dari masing-masing dari jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan 
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

BAB XII 

KEBERATAN 

Pasal 15 
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan haya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alsan-alasan yang jelas; 



. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, 
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjkkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya; 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadj di 
luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi; 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajjban mernbayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Pasal 16 

() 

(2) 

(3) 

(4) 

Bupati dalam jangka waktu paling lama (6) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan; · 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib 
Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati; 
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya otau sebagian, menolak atau 
menambah besarnya Retribusi yang terutang; 
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak meberi suatu 
keputusan, keberatan yang diejukan tersebut dianggep dikabulkan. 

Pasal 17 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua 
belas) hari; 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKRDLB. 

BAB XII! 

PENGEM'BALAS KELE[IHA TEMESYARAN 

i 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

{S) 

(6) 

(7) 

(8) 

Pasal 18 
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 
Bupati; 
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberil<an keputusan; · 
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; 
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut; 
Pengemblian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 2 (du) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB; 
Jika pengembalan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati 
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran Retribusi. 
Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Retribusi.; 
Atas perhitungan sebagaimana ayat (1) diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti 
pembayaran. 

BAE XI¥ 
K A  D A L U W A R S A  

Pasal 19 
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi mienjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
Retribusi; 

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimnaksud ayat (1) tertangguh jjka : 
a.  Diterbitkan surat teguran; atau 
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut; 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib 
Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya 
kepada Pemerintah Daerah; 

(5) Pengakuan utang . Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Retribusi. 



( )  

(2) 

Pasal 20 

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa 
dapat dihapuskan; 
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) .  

BAB XV 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 21 

( 1 )  Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalami 
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah; 

(2) Wajjb Retribusi yang diperiksa waj ib :  
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau ~acatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen • •  

lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yargtertang; . ? . 
b. Memberikar kesempatan untuk memasuki tempat zta ruangan yang dianggap perlu an memiberikan 

6i l 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau • • 
c. Memberikan ketarangan yang diperlukan. 

BAB XVI , 
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 22 

(1)  Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; 
(2) Peninjaun tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan dengan memperhatikan indeks 

harga dan perkembangan perkonomian. 

BAB XVIT 

KETENTUAN FERALIHAN 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Retribusi yang masilr terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang. 

BAE XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

I 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan 
. Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .  

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Simalungun 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 2 0 1 2  

P A T !  S M A L U N G U N ,  

dto 

J.R SARAGIH 

Diundangkan di Parnatang Raya 
pada tanggal 20 1 2  

PIt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

G I D I O N  P U R B A  
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